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Abstrak 
Hubungan pemerintah daerah dan menteri dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia di era otonomi daerah harus serasi dan harmonis karena pemerintah 
daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional yang tanggungjawab 
akhirnya ada pada Presiden. Di samping itu, salah satu tujuan  otonomi daerah adalah 
untuk menciptakan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. 
Namun kenyataannya, terdapat beberapa kepala daerah di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia pada era otonomi daerah yang melakukan “pembangkangan” kepada 
menteri, anggota kabinet. Penyebabnya ada yang berasal dari kepala daerah dan ada 
pula yang berasal dari menteri yang bersangkutan. Kepala daerah yang melakukan 
“pembangkangan” kepada menteri, anggota kabinet dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, tidak dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah karena 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak 
mengatur hal itu dengan tegas sebagai salah satu alasan kepala daerah dapat 
diberhentikan dari jabatannya, kecuali pembangan itu dilakukan oleh kepala daerah 
dalam rangka untuk tidak melaksanakan program strategis nasional yang 
dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui kementrian/lembaga nondepartemen.  
Kata Kunci: Pembangkangan, Kepala Daerah, Menteri 
Abstract 
The relationship between the local and central governments in the era of regional 
autonomy should be harmonious because the local government is a subsystem of the 
national government's that final responsibility lies with the President. In addition, 
one of the objectives of regional autonomy is to create harmonious relations between 
the central and local governments. But in fact, there are several regional heads in the 
Unitary State of the Republic of Indonesia which carried out "defiance" to state 
minister. The regional head who conducts "insubordination" to the state minister in 
the Unitary State of the Republic of Indonesia, cannot be dismissed from his position 
as regional head because Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government 
does not explicitly regulate it as one the reasons regional heads can dismiss from his 
position, except that disobedience is carried out by the regional head in order not to 
carry out a national strategic program launched by the central government through 
non-departmental ministries/agencies. 




A. Latar Belakang Masalah 
Hubungan pemerintah daerah dengan menteri dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia seharusnya harmonis, rukun, serasi dan tidak menimbulkan 
kegaduhan di tengah-tengah masyarakat atau dengan kata lain harus seiring sejalan 
bagaikan langkah kaki dan ayunan tangan karena kedua-duanya sama-sama 
penyelenggara urusan pemerintahan yang diserahi tugas dan tanggung-jawab oleh 
pemerintah pusat (Presiden).  
Namun semenjak diberlakunya otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, terkadang publik disuguhkan peristiwa-peristiwa ”pembangkangan” yang 
dilakukan oleh kepala daerah kepada menteri, anggota Kabinet, seperti yang 
dilakukan oleh; (1), Arief R Wismansyah, Wali Kota Tanggerang, Provinsi Banten 
“melawan” Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, 
dan (2) Anies Baswedan, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta “melawan” 
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik 
Indonesia.  
Pertama, peristiwa ”pembangkangan” yang dilakukan oleh Arief R 
Wismansyah, Walikota Tanggerang kepada Menkumham Yasonna Laoly terkait Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Gedung 
Politeknik Imigrasi milik Kemenkumham yang berdiri di kawasan Pusat Pemerintah 
Kota Tanggerang yang tidak diberikan/dikeluarkan oleh Wali Kota Tanggerang, Arief 
R Wismansyah karena masih ada persoalan administrasi yang harus diselesaikan.1 
Padahal kedua gedung politeknik tersebut sudah selesai pembangunannya dan telah 
diresmikan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada tanggal 17 Juli 2019.2 
Dalam pidatonya sewaktu meresmikan kedua politeknik tersebut, 
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, “...Pak Wali Kota (Tanggerang) agak kurang 
ramah dengan Kementrian Hukum dan HAM...” Lebih lanjut beliau mengatakan, 
“...Pemerintah Kota Tanggerang mewacanakan kawasan milik Kementrian Hukum 
dan HAM (yang ada di Kota Tanggerang-penulis) akan dijadikan sebagai kawasan 
pertanian. Ini masalah, Arief cara gara-gara...”3 kata Menkumham Yasonna Laoly. 
Bagaikan disambar petir di siang bolong, ucapan Menkumham Yasonna Laoly 
tersebut direspon negatif oleh Wali Kota Tanggerang, Arief R Wismansyah dengan 
“mematikan” pelayanan publik seperti, memutus aliran listrik lampu penerangan 
jalan, membiarkan sampah tidak terangkut dan penghentian perbaikan drainase di 
kawasan perkantoran dan perumahan milik Kemenkumham yang ada di Kota 
Tanggerang meliputi; Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kantor 
Imigrasi Kelas I Kota Tanggerang, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kota 
Tanggerang, Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tanggerang, Lapas Perempuan Kelas IIA 
Kota Tanggerang, Lapas Anak Perempuan Kelas IIB Kota Tanggerang, Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Tanggerang serta Komplek Perumahan 
Kehakiman dan Pengayom yang ada di Kota Tanggerang.4 Pemberhentian pemberian 
pelayanan publik tersebut dilakukan oleh Wali Kota Tanggerang, Arief R Wismansyah 
                                                          
1
 https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/18/wali-kota-tangerang-buka-suara-soal-mediasi-15-
jam-di-kemendagri, diakses tanggal 23 Juli 2019. 
2 https://www.liputan6.com/news/read/4014720/begini-perkara-pemicu-seteru-pemkot-tangerang-
dan-kemenkumham, diakses tanggal 23 Juli 2019. 
3 Ibid. 
4 https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/07/15/berseteru-dengan-yasonna-laoly-wali-
kota-tangerang-setop-pelayanan-publik-kantor-milik-kemenkumham, diakses tanggal 23 Juli 2019. 
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sampai ada kabar dan niat baik dari Kemkumham terhadap Pemerintah Kota 
Tanggerang.5 
Namun celakanya, tindakan Wali Kota Tanggerang tersebut direspon 
“emosional” oleh Menkumham Yasonna Laoly melalui Kepala Kantor Wilayah 
Kemenkumham Provinsi Banten Imam Suyudi dengan melaporkan Wali Kota 
Tanggerang, Arief R Wismansyah kepada Polisi pada tanggal 15 Juli 2019 karena yang 
bersangkutan diduga melakukan menyerobotan tanah milik Kemenkumham yang 
terdapat di Kota Tanggerang.6 Laporan Kemenkumham tersebut direspon kembali 
oleh Wali Kota Tanggerang, Arief R Wismansyah dengan melaporkan balik 
Menkumham Yasonnal Laoly ke Polres Kota Tanggerang pada tanggal 16 Juli 2019.7  
Peristiwa kedua yakni “pembangkangan” yang dilakukan Gubernur DKI 
Jakarta, Anies Baswedan kepada Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut 
Binsar Pandjaitan dalam masalah reklamasi Teluk Jakarta. Luhut Binsar Pandjaitan 
dalam kapasitasnya sebagai Menko Bidang Kemaritiman Republik Indonesia 
menghendaki agar reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan semenjak masa 
kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau yang lebih dikenal dengan 
Ahok, tetap dilanjutkan karena bermanfaat untuk kepentingan nasional dan 
masyarakat DKI Jakarta.8 Sebaliknya, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta Periode 
2018-2022 yang berhasil mengalahkan Basuki Tjahaya Purnama, calon Gubernur 
incamben pada pemilihan umum kepala daerah serentak 2018, malah sebaliknya 
membuat keputusan menghentikan semua aktifitas di pulau hasil reklamasi dan 
menghentikan reklami terhadap 13 Pulau di Teluk Jakarta dengana alasan karena 
pengembang (developer) melanggar aturan dan tidak melaksanakan kewajibannya.9   
Berdasarkan dua peristiwa di atas terlihat bahwa terdapat Kepala Daerah di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan “pembangkangan” terhadap 
Menteri, anggota Kabinet di Era otonomi daerah. Peristiwa tersebut merupakan 
peristiwa langka karena tidak pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya, 
terutama sebelum otonomi daerah diterapkan di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Oleh karena itu timbul pertanyaan; (1), mengapa kepala daerah 
melakukan “pembangkangan” kepada menteri, anggota kabinet dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia di era otonomi daerah? (2), Apakah kepala daerah yang 
melakukan “pembangkangan” kepada menteri, anggota kabinet dapat diberhentikan 
dari jabatannya sebagai kepala daerah? (3), Bagaimana seharusnya hubungan 
menteri, anggota kabinet dengan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia di era otonomi daerah? Tulisan ini mencoba menjawab tiga 
pertanyaan tersebut pada bagian pembahasan berikut ini. 
 
B. Pembahasan 
1. Penyebab Kepala Daerah “Membangkangan” Kepada Menteri 
                                                          
5 Ibid. 
6 https://metro.tempo.co/read/1225436/wali-kota-tangerang-terancam-kasus-penyerobotan-tanah-
kemenkumham, diakses tanggal 23 Juli 2019. 
7 https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/17/16342551/wali-kota-tangerang-laporkan 
kemenkumham-ke-polisi, diakses tanggal 23 Juli 2019. 
8 https://nasional.tempo.co/read/804081/ini-3-alasan-luhut-lanjutkan-reklamasi-teluk-jakarta, 
diakses tanggal 25 Juli 2019.   
9 https://www.medcom.id/nasional/metro/9K54ZGPk-alasan-anies-hentikan-proyek reklamasi, 
diakses tanggal 25 Juli 2019. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 
pemerintahan. Dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan tersebut, Presiden 
dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan menteri-menteri, anggota kabinet. Menteri-
menteri, anggota kabinet berdasarkan ketentuan Pasal 17 UUD 1945 dan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden, dan merupakan pembantu Presiden yang diserahi tugas 
dan tanggungjawab mengepalai departemen atau urusan pemerintahan tertentu yang 
menjadi kewenangan pemerintah pusat.  
Pemerintahan daerah, sesuai dengan prinsip negara kesatuan merupakan 
bagian atau subsistem dari sistem pemerintahan nasional,  dikepalai oleh kepala 
daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang 
daerah otonom yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang.  
Dengan demikian terlihat bahwa menteri, anggota kabinet maupun kepala daerah 
sama-sama aparatur/pejabat negara yang mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintah yang pada dasarnya semuanya adalah milik pemerintah pusat yang 
dinahodai oleh Presiden. Oleh karena itu, semua menteri, anggota kabinet dan kepala 
daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai hubungan yang 
serasi (harmonis), sesuai dengan salah satu tujuan otonomi daerah yakni untuk 
menciptakan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Hubungan yang serasi (harmonis) tersebut, dikehendaki oleh semua undang-
undang pemerintah daerah yang pernah berlaku di Indonesia. Khusus pada era 
otonomi daerah dapat dilihat pada Penjelasan angka 1 huruf h Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa; salah 
satu tujuan diberikannya otonomi kepada daerah yakni untuk memelihara hubungan 
yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999, juga menghendaki hal yang sama sebagaimana disebutkan pada 
Penjelasan angka 1 huruf b “bahwa otonomi daerah harus mampu menjamin 
hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah...dalam rangka mewujudkan 
tujuan negara” Indonesia merdeka yakni menciptakan masyarakat sejahteral, adil dan 
makmur. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berlaku 
saat ini, undang-undang ini menghendaki sinergitas pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nondepartemn 
dengan pemerintah daerah sehingga diharapkan akan melahirkan sinergi 
kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah.10 
Namun kenyataannya, semenjak otonomi daerah diterapkan di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 Januari 2000 hingga saat ini, terdapat 
beberapa peristiwa “pembangkangan” yang dilakukan oleh kepala daerah kepada 
menteri, anggota kabinet dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang 
disebutkan pada latar belakang masalah tulisan ini, yang dilakukan oleh kepala 
daerah kepada menteri, anggota kabinet seperti yang dilakukan oleh; (1), Arief R 
Wismansyah, Wali Kota Tanggerang ”melawan” Menkumham Yasonna Laoly dalam 
kasus IMB Gedung milik Kemenkumham di Kota Tanggerang. (2), Anies Baswedan, 
                                                          
10 Republik Indonesia, Angka 9 Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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Gubernur DKI Jakarta “melawan” Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang 
Kemaritiman dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta. (3), Basuki Tjahaya Purnama, 
Gubernur DKI Jakarta periode 2013-2018 yang menggantikan Joko Widodo 
“melawan” Rizal Ramli, Menko Bidang Kemaritiman, juga dalam kasus reklamasi 
Teluk Jakarta.11 (4), Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo dan Wakil Wali kota 
Surabaya, Bambang Dwi Hartono “melawan” Gamawan Fauzi, Mendagri era Presiden 
Soesilo Bambang Yudoyono yang melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah 
melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 
bersubsidi pada tahun 2013.12 
Beberapa contoh kasus “pembangkangan” yang dilakukan oleh kepala daerah 
terhadap menteri, anggota kabinet di atas menunjukkan kepada kita bahwa terdapat 
permasalahan dalam sistem dan subsistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang harus segera diselesaikan. Pertanyaannya, apa yang menjadi 
penyebab kepala daerah melakukan “pembangkangan” kepada menteri, anggota 
kabinet dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Menurut penulis ada beberapa 
faktor yang menjadi penyebabnya yakni; (1). Kepala daerah merasa mempunyai 
legitimasi politik yang lebih kuat dibandingkan menteri, anggota kabinet karena 
kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum kepala daerah. 
Sedangkan menteri, anggota kabinet hanya diangkat atau dipilih oleh Presiden. (2), 
Kepala daerah merasa mempunyai kewenangan lebih besar dibandingan menteri, 
anggota kabinet karena kepala daerah mempunyai wewenang melaksanakan semua 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan menteri, anggota 
kabinet hanya mempunyai wewenang di bidang tertentu atau urusan pemerintahan 
tertentu yang diberikan oleh Presiden. (3) Kepala daerah (Gubernur) berkedudukan 
sebagai wakil pemerintah pusat (Presiden) di daerah. Sedangkan menteri, anggota 
kabinet hanya berkeduddukan sebagai pembantu Presiden. (4) Kepala daerah 
tertentu merasa mempunyai hubungan lebih dekat dengan Presiden dibandingkan 
menteri, anggota kabinet tertentu, baik karena hubungan personal13 maupun karena 
satu partai politik dengan sang Presiden. Sedangkan menteri, anggota kabinet 
tertentu berasal dari partai politik yang berbeda bahkan tidak memiliki atau tidak 
berasal dari partai politik. (5). Kepala daerah tidak satu partai politik dengan menteri, 
anggota kabinet dan juga tidak satu partai politik dengan Presiden. Namun karena 
partai politik tempat bernaung kepala daerah menjadi oposisi di pusat terkadang 
kepala daerah ikut-ikutan menjadi oposisi dalam pemerintahan. Padahal dia bagian 
dari pemerintahan itu sendiri. (6), Prosedur memberhentikan kepala daerah lebih 
sulit dibandingkan memberhentikan menteri, anggota kabinet. Memberhentikan 
kepala daerah harus melalui tahapan politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD), kemudian harus diputus terbukti bersalah melanggar hukum atau tidak lagi 
memenuhi persyaratan sebagai kepala daerah dalam sidang di Mahkamah Agung 
(MA) Republik Indonesia sebagaimana dituduhkan oleh DPRD. Sedangkan 
memberhentikan menteri, anggota kabinet semata-mata hanya tergantung kepada 
                                                          
11 https://www.medcom.id/nasional/metro/9K54ZGPk-alasan-anies-hentikan-proyek-reklamasi, 
diakses tanggal 26 Juli 2019. 
12 https://www.tribunnews.com/regional/2013/06/14/wali-kota-solo-pimpin-demo-tolak- kenaikan-
bbm, diakses tanggal 28 Juli 2019. https://www.republika.co.id/berita/nasional/nusantara-
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keinginan politik Presiden. (7), Kepala daerah (Gubernur) merasa mempunyai 
kedudukan sejajar dengan menteri, anggota kabinet.14 (8), Menteri, anggota kabinet 
terkadang melaksanakan urusan pemerintahan tertentu melebihi wewenangnya. (9), 
Menteri, anggota kabinet tidak memberikan apa yang seharusnya menjadi hak daerah 
tepat waktu pada waktunya.15 
Kalau diperhatikan faktor penyebab “pembangkangan” yang dilakukan kepala 
daerah kepada menteri, anggota kabinet di atas, maka terlihat ada faktor yang berasal 
dari kepala daerah dan ada pula yang yang berasal dari menteri, anggota kabinet. 
Oleh karena itu timbul pertanyaan selanjutnya, apakah kepala daerah yang 
melakukan “pembangkangan” kepada menteri, anggota kabinet dapat diberhentikan 
dari jabatannya sebagai kepala daerah? Kalau kita perhatikan ketentuan Pasal 78 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 
beberapa alasan yang menjadi dasar kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat 
diberhentikan dari jabatannya; (1), berakhir masa jabatannya; (2), tidak dapat 
melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-
turut selama 6 (enam) bulan; (3), dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala 
daerah/wakil kepala daerah;16 (4), tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan 
wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;17 (5), melanggar 
larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;18 (6), melakukan perbuatan 
tercela; (7), diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk 
dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; (8), menggunakan 
dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan 
kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang 
berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau (9), mendapatkan sanksi 
pemberhentian. 
Dari sembilan alasan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah di di atas, tidak ada satupun alasan yang disebabkan karena kepala daerah 
                                                          
14
 https://news.detik.com/berita/d-2752501/dilantik-di-istana-ahok-gubernur-di-jakarta-sejajar-
dengan-menteri/2, diakses tanggal 27 Juli 2019. 
15 https://sumatra.bisnis.com/read/20181025/533/853287/utang-dbh-tak-dibayar-pusat-apbd-riau-
2019-tinggal-rp81-triliun, diakses tanggal 27 Juli 2019. 
16 Berdasarkan Permendagri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah 
dan/atau Wakil Kepala Daerah,  “pembangkangan” yang dilakukan oleh kepala daerah kepada menteri, 
anggota kabinet tidak termasuk ke dalam kategori melanggar sumpah/janji jabatan. Hal itu dapat 
dilihat dari bunyi sumpah/janji jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 11 ayat (2) Permendagri di atas, "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, akan 
memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan 
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada 
masyarakat, nusa dan bangsa". Berdasarkan sumpah/janji jabatan kepala daerah tersebut, tidak ada 
lapaz (teks) yang menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib taat kepada atasan, 
misalnya kepada menteri, anggota kabinet. 
17 Salah satu kewajiban kepala daerah yakni menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-
undangan 
18 Kepala daerah dilarang, menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik 
negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun (Pasal 76 ayat 1 huruf c),  melakukan 
perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri (Pasal 76 ayat 1 huruf i); dan meninggalkan tugas dan 
wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) 
bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati 
dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota (Pasal 76 ayat (1) huruf j). 
7 
 
dan/atau wakil kepala daerah melakukan “pembangkangan” kepada atasan (menteri, 
anggota kabinet atau kepada Presiden sekalipun). Karena itulah ketika Wali Kota 
Solo, F.X. Hadi Rudyatmo “melawan” Mendagri Gamawan Fauzi, beliau tidak segan-
segan menantang Mendagri Gamawan Fauzi untuk melakukan pemecatan terhadap 
dirinya sebagai Wali Kota Solo.19 
Namun demikian, dari alasan poin 9 (karena mendapatkan sanksi 
pemberhentian) terdapat peluang untuk memberhentian kepala daerah dan wakil 
kepala daerah yang melakukan “pembangkangan” kepada menteri, anggota kabinet 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014, Kepala daerah dapat diberi sanksi pemberhentian dari jabatannya 
karena tidak melaksanakan program strategis nasional setelah terlebih dahulu 
mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 2 kali  yang 
diberikan oleh menteri untuk gubernur, dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota, 
namun kepala daerah tersebut tetap tidak mau melaksanakan program strategis 
nasional dimaksud.20  
Oleh karena itu, jika “pembangkangan” yang dilakukan oleh kepala daerah 
kepada menteri, anggota kabinet berkaitan dengan program strategis nasional maka 
kepala daerah tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya. Sebaliknya, jika 
“pembangkangan” yang dilakukan oleh kepala daerah kepada menteri, anggota 
kabinet tidak berkaitan dengan program strategis nasional maka hal tersebut tidak 
dapat menjadi alasan untuk memberhentikan kepala daerah dari jabatanya.  
Program strategis nasional adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah 
pusat, baik oleh kementerian maupun oleh lembaga nonkementerian yang 
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kehidupan rakyat Indonesia 
secara nasional, seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),21 program 
pendidikan dasar sembilan tahun, program pemberantasan korupsi, kolusi dan 
neopotisme (KKN) dan lain-lain.   
 
2. Hubungan Pemerintah Daerah dengan Menteri dalam NKRI Pada Era 
Otonomi Daerah 
Menurut penulis, relasi kabinet atau menteri-menteri dengan pemerintah 
daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditentukan oleh prinsip negara 
kesatuan dan prinsip otonomi daerah yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa; “hubungan 
antara kementerian dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-
prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.” 
Oleh karena itu, sebelum penulis menguraikan bagaimana seharusnya hubungan 
kabinet dengan pemerintah daerah dalam Negara Kasatuan Republik Indonesia pada 
era otonomi daerah, terlebih dahulu diuraikan prinsip negara kesatuan dan prinsip 
otonomi daerah yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
                                                          
19 https://tekno.kompas.com/read/2012/03/27/10591619/wakil.wali.kota.solo.siap.dipecat. diakses 
tanggal 28 Juli 2019. 
20
 Lihat Pasal 67 huruf f dan Pasal 68 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
21 https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/01/10/ojjpsu335-kemdagri-ingatkan-
sanksi-pemberhentian-pada-kepala-daerah, diakses tanggal 28 Juli 2019. 
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Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia ialah Negara 
Kesatuan, yang berbentuk Republik.” Negara kesatuan menurut Moh. Kusnardi dan 
Harmaily Ibrahim adalah susunan negara yang terdiri atas satu negara saja dan tidak 
mengenal adanya negara di dalam negara seperti halnya pada negara federal 
(bundesstaat).22 Hampir sama dengan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Abu 
Daud Busroh dan Soehino juga mendifinisikan negara kesatuan sebagai sebuah 
negara yang tidak tersusun dari pada beberapa negara seperti halnya dalam negara 
federasi. Negara kesatuan menurut Abu Daud Busroh dan Soehino adalah negara 
yang bersifat tunggal atau bersusunan tunggal. Artinya, negara kesatuan tidak 
tersusun dari beberapa negara, akan tetapi hanya terdiri atas satu negara, tidak ada 
negara di dalam negara.23 Sedangkan menurut E. Utrecht, negara kesatuan adalah 
negara yang tidak terdiri dari atas beberapa daerah yang berstatus negara bagian 
(deelstaat) dengan undang-undang dasar sendiri, biasanya juga dengan kepala negara 
sendiri, dan menteri-menteri sendiri serta merdeka dan berdaulat.24 
Oleh karena negara kesatuan merupakan negara bersusunan tunggal, maka 
pada negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan yang berdaulat, yakni 
pemerintah pusat sebagaimana diungkapkan oleh C.F. Strong dan L.J.Van Apeldoorn. 
C.F Strong mangatakan, a unitary state is one organised under a single central 
government.25 Sedangkan L.J.Van Apeldoorn menyebutkan, suatu negara disebut 
negara kesatuan apabila kekuasaan negara hanya dipegang oleh pemerintah pusat, 
sementara provinsi-provinsi hanya menerima kekuasaan dari pemerintah pusat, 
provinsi-provinsi itu tidak mempunyai hak mandiri.26  
Tidak jauh berbedara dengan C.F Strong dan L.J.Van Apeldoorn, Bonar 
Simorangkir menyebutkan, dalam negara kesatuan dengan jelas disebutkan bahwa 
penyelenggaraan kekuasaan negara, di mana kekuasaan pemerintahan hanya satu 
dan membawahi segala kekuasaan yang ada di wilayah negara itu, bersifat totalitas 
serta tidak ada kesamaan derajat kekuasaan.27 Dengan demikian terlihat bahwa 
negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, tidak ada negara dalam negara, 
hanya memiliki satu pemerintahan yang berdaulat yakni pemerintah pusat, 
sedangkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota menerima 
(pelimpahan) kekuasaan dari pemerintah pusat dan bertanggung-jawab kepada 
pemerintah pusat.  
Dalam teori ilmu negara, negara kesatuan ada dua macam yakni negara 
kesatuan dengan sistem sentralisasi (unitary state by centralization) dan negara 
kesatuan dengan sistem desentralisasi (unitary state by decentralization). Negara 
kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah negara kesatuan yang menumpuk semua 
kekuasaan pemerintahan pada organ pemerintah pusat. Semua urusan pemerintahan, 
baik di pusat pemerintahan maupun di daerah-daerah, dilaksanakan sendiri oleh 
                                                          
22 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1983), Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, FH 
UI & C.V Sinar Bakti, Cetakan Kelima, h. 249.  
23 Abu Daud Busroh, (1990), Ilmu Negara, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Pertama, h. 64. lihat juga 
Soehino, (2008), Ilmu Negara, Jogyakarta, Liberti, Edisi Ketiga, Cetakan Kedelapan, h. 224. 
24 E. Utrecht, (1983), Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Ichtiar Baru & Sinar Harapan, 
Cetakan Kelima, h. 342.  
25 C.F. Strong, (1966), Modern Political Constitution; An Introduction to the Comparatif Study of Their 
History and Existing Form, Sidwick & Jackson Limited, London, h., 61. 
26 L.J.Van Apeldoorn dalm Bonar Simorangkir, et. el, (2000), Otonomi Atau Federalisme Dampaknya 
terhadap Perekonomian, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Pertama, h. 104.  
27 Ibid, h. 13-14. 
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apartur atau organ pemerintah pusat. Sedangkan negara kesatuan dengan sistem 
desentralisasi yakni negara kesatuan yang melimpahkan sebagian urusan 
pemerintahan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun 
pemerintah daerah kabupaten/kota.  
Urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisai hanya urusan 
pemerintahan yang menjadi wewenang eksekutif (Presiden), bukan rusan 
pemerintahan yang menjadi wewenang legislatif dan yudikatif,28 biasanya adalah 
urusan pemerintahan yang bersifat kurang strategis atau urusan pemerintahan yang 
bukan menjadi urusan bersama daerah-daerah yang ada pada negara kesatuan. 
Sebaliknya, urusan pemerintahan yang bersifat strategis atau urusan pemerintahan 
yang menjadi urusan bersama (nasional) daerah-daerah yang ada pada negara 
kesatuan, tetap dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.29 
Pelimpahan urusan pemerintahan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah 
pusat melalui; (1), undang-undang yang menetapkan secara tegas urusan 
pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. (2), dari waktu ke waktu 
secara berangsur-angsur pemerintah pusat menyerahkan berbagai urusan baru 
kepada pemerintah daerah. (3), pengakuan terhadap urusan pemerintahan tertentu 
yang diciptakan dan diurus oleh pemerintah daerah karena pemerintah pusat tidak 
mengatur dan mengurus urusan tersebut. (4), pembiaran terhadap suatu urusan yang 
memang sejak semula dikenali sebagai urusan pemerintahan yang diatur dan diurus 
oleh pemerintah daerah.30  
Dari dua model negara kesatuan di atas (negara kesatuan dengan sistem 
sentralisasi dan negera kesatuan dengan sistem desentralisasi), Negara Kesatuan 
Republik Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yang 
melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, 
baik provinsi maupun kabupaten/kota melalui undang-undang. Hal itu dapat dilihat 
dalam ketentuan Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18, 18A dan 
Pasal 18B serta undang-undang pemerintahan daerah.  
Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas 
kabupaten dan kota, yang mana setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota 
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.31 Pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangannya menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan.32 Bahkan lebih jauh lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui 
dan menghormati daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa33 dan juga 
menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
                                                          
28 Kausar Ali Saleh. Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang Efektif 
dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi, Jurnal Ilmu dan Budaya, Volume 40, Nomor 55, Maret 2017, h, 
6293. 
29
 Lihat Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
30 Indah, Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, Rechtidee Jurnal Hukum, Volume 9, Nomor 2, Desember 2014, h. 142. 
31 Republik Indonesia, UUD 1945, Pasal 18 ayat (1). 
32 Ibid, Pasal 18 ayat (2). 
33 Ibid, Pasal 18B ayat (1). 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia.34 Dengan demikian terlihat bahwa UUD 1945 
menghendaki adanya pemancaran urusan pemerintahan dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena 
itu Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dapat disebut 
dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi (unitary state by 
decentralization). 
Ketentuan UUD 1945 di atas lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (1) undang-
undang tersebut menyatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten/kota. Daerah 
provinsi, selain sebagai daerah otonom juga sebagai daerah administratif,35 begitu 
juga dengan daerah kabupaten/kota.36 Pertanyaannya, siapa yang membagi wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi daerah-daerah provinsi, kabupaten dan 
kota? Yang melakukannya adalah pemerintah pusat karena pada negara kesatuan 
yang pertama kali dibentuk adalah pemerintahan nasional sehingga semua 
kekuasaan negara berada pada tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah 
provinsi dan pemerintahan daerah kabupten/kota baru ada setelah wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dibagi-bagi oleh pemerintah pusat menjadi provinsi-
provinsi, dan wilayah provinsi-provinsi itu kemudian dibagi lagi menjadi beberapa 
daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu maka pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah  dalam negara kesatuan menurut Yusdianto tetap memiliki garis komando dan 
hierarki.37 
Konsekuensi logis dari proses pembentukan pemerintahan pada negara 
kesatuan seperti di atas menyebabkan semua kekuasaan pada negara kesatuan 
adalah milik pemerintah pusat. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota baru 
memiliki kekuasaan pemerintahan setelah pemerintah pusat mendistribusikan atau 
melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada 
daerah, bahkan lebih jauh, urusan pemerintahan yang sudah diberikan oleh 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut dapat ditarik kembali oleh 
pemerintah pusat. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menyebut urusan pemerintahan yang menjadi 
wewenang pemerintah pusat sebagai kewenangan absolut (mutlak). Sedangkan 
urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota disebut dengan kewenangan konkuren atau kewenangan yang 
dibagi-bagi. Dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan 
pemerintah daerah kabupaten/kota.38 Artinya, pada urusan pemerintahan tertentu, 
misalnya pendidikan, ada bagian tertentu yang menjadi wewenang pemerintah pusat 
dan ada pula yang menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota. Begitu juga misalnya di bidang perhubungan, transfortasi umum 
yang hanya beroperasi di wilayah kabupaten/kota, izin operasionalnya menjadi 
wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, transfortasi umum yang 
                                                          
34 Ibid, Pasal 18B ayat (2). 
35 Republik Indonesia, UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1).  
36 Ibid, Pasal 4 ayat (2). 
37
 Yusdianto, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2015, 
h, 491. 
38 Ibid, Pasal 9 ayat (3). 
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operasionalnya lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi, maka izin operasional 
menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi. Kemudian, transfortasi umum yang 
operasionalnya lintas provinsi, maka izin operasionalnya menjadi wewenang 
pemerintah pusat. 
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan absout pemerintah pusat 
yaitu; (1), politik luar negeri; (2), pertahanan; (3), keamanan; (4), yustisi; (5), 
moneter dan fiskal nasional; dan (6), agama.39 Selanjutnya urusan pemerintahan yang 
yang bersifat konkuren, (sebagian dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sebagian lagi 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota) dikelompokkan 
menjadi tiga macam yakni urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 
urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. 
Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni; (1), pendidikan; (2), 
kesehatan; (3), pekerjaan umum dan penataan ruang; (4), perumahan rakyat dan 
kawasan permukiman; (5), ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 
masyarakat; (6), social.40 Kemudian urusan wajib yang tidak berkaitan dengan 
pelayanan dasar adalah; (1), tenaga kerja; (2), pemberdayaan perempuan dan 
pelindungan anak; (3), pangan; (4), pertanahan; (5), lingkungan hidup; (6), 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7), pemberdayaan masyarakat dan 
Desa; (8), pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (9), perhubungan; (10), 
komunikasi dan informatika; (11), koperasi, usaha kecil, dan menengah; (12), 
penanaman modal; (13), kepemudaan dan olah raga; (14), statistik; (15), persandian; 
(16), kebudayaan; (17), perpustakaan; dan (18), kearsipan;41 Beriukutnya, urusan 
pemerintahan yang menjadi urusan pilihan yaitu; (1), kelautan dan perikanan; (2), 
pariwisata; (3), pertanian; (4), kehutanan; (5), energi dan sumber daya mineral; (5), 
perdagangan; (7), perindustrian; dan (8), transmigrasi.42 
Agar urusan pemerintahan yang sudah didesentralisasikan oleh pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah di atas berjalan efektif dan efisien, maka kepada 
daerah diberikan otonomi untuk mengurus urusan rumah tangganya, yaitu urusan 
(1), yang didesentralisasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
melalui undang-undang pemerintahan daerah, (2), urusan rumah tangga daerah 
berdasarkan hak asal usul daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan (3), hak-hak 
tradisional masyarakat hukum adat sepanjang itu masih hidup, sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.43 
Dengan demikian terlihat bahwa otonomi bagi daerah-daerah di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia bukan hanya hak, akan tetapi juga wewenang dan kewajiban. 
Otonomi daerah disebut hak karena daerah-daerah di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ada yang bersifat khusus dan ada pula yang bersifat istimewa. Di 
samping itu, masing-masing daerah mempunyai kakhasan sendiri-sendiri, sesuai 
potensi yang ada pada masing-masing daerah. Selanjutnya, otonomi daerah disebut 
sebagai kewajiban karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 
yang bukan berkaitan dengan pelayana pada masyarakat yang diberi oleh pemerintah 
                                                          
39 Ibid, Pasal 10 ayat (1). 
40 Ibid, Pasal 12 ayat (1). 
41 Ibid, Pasal 12 ayat (2). 
42 Ibid, Pasal 12 ayat (3). 
43
 Bandingkan dengan Yusdianto, (2015), Op. Cit, h. 496. 
12 
 
pusat. Di samping itu, pemerintah daerah juga berkewajiban menjaga keutuhan 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.   
Berdasarkan prinsip negara kesatuan dan otonomi daerah di atas maka model 
hubungan pusat-daerah yang harus dibangun dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah memakai partnership model, bukan agency model. Dalam 
partnership model, pemerintah pusat harus memperlakukan pemerintah daerah tidak 
hanya sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, 
akan tetapi harus juga diperlakukan sebagai mitra strategis yang indevenden dalam 
melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.44  
Atas dasar itu, maka hubungan menteri dengan kepala daerah dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia pada era otonomi daerah tidak boleh semata-mata 
hubungan atasan-bawahan, akan tetapi menteri, anggota kabinet harus pula 
memperlakukan kepala daerah sebagai mitra strategis dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan demi tercapainya tujuan negara Indonesia merdeka yakni terciptanya 
masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Sebaliknya, kepala daerah, walaupun dipilih 
langsung oleh rakyat dalam pemilu dan memiliki legitimasi yang kuat, harus pula 
menyadari bahwa pemerintahan daerah yang dinahodai oleh kepala daerah adalah 
subsistem atau bagian dari sistem pemerintahan nasional, yang tanggung jawab 
akhirnya ada pada Presiden, dan menteri itu adalah pembantu Presiden. Oleh karena 
itu, jika ada hak-hak daerah yang terabaikan oleh menteri, anggota kabinet, kepala 
daerah dalam memperjuangkan hak-hak daerah, tetap harus dengan sikap, prilaku 
dan bahasa yang satun sebagaimana lazimnya budaya masyarakat Timur, bukan 
dengan cara melakukan “pembangkangan” sehingga menurut Kausar Ali Saleh timbul 
situasi “diametrik” yakni suatu hubungan atau sikap saling berhadap-hadapan.45  
Menteri, anggota kabinet dan kepala daerah harus selalu ingat bahwa Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dibangun oleh the founding father and mother Indonesia 
adalah atas dasar prinsip kekeluargaan dan prinsip permusyawartan. Kita semua 
bersaudara, satu keluarga Bangsa Indonesia, dan semua persoalan dalam keluarga 




Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan di atas dapat disimpulkan 
bahwa; (1), terdapat “pembangkangan” yang dilakukan oleh kepala daerah dan wakil 
kepala daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebabnya ada sembilan 
faktor. Sembilan faktor itu, ada yang berasal dari kepala daerah dan ada pula yang 
berasal dari menteri, anggota kabinet. (2), Kepala daerah dan wakil kepala daerah 
yang melakukan “pembangkangan” kepada menteri, anggota kabinet tidak dapat 
diberhentikan dari jabatannya karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur hal itu secara tegas sebagai salah satu 
alasan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan dari 
jabatannya, kecuali “pembangkangan” itu dilakukan oleh kepala daerah dan/atau 
wakil kepala daerah dalam rangka untuk tidak malaksanakan program strategis 
                                                          
44
 Lihat Septi Nur Wijayanti, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Jurnal Media Hukum, Volume 23, 
Nomor 2, Desember 2016, h. 194. Indah, (2014), Op. Cit, h. 144. 
45 Kausar Ali Saleh, (2017), Op. Cit, h. 6300. 
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nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga 
nondepartemen. (3), “pembangkangan” yang dilakukan oleh kepala daerah dan wakil 
kepala daerah kepada menteri, anggota kabinet dapat merusak hubungan pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah karena salah satu tujuan otonomi daerah dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk menciptakan hubungan yang 
serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.  
Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan yang serasi antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maka 
hubungan yang dibangun harus memakai partnership model, bukan agency model. 
Menteri, anggota kabinet sebagai pembantu Presiden di bidang tertentu harus 
memperlakukan kepala daerah sebagai mitra steragis dan indevenden dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. 
Sebaliknya, jika ada hak-hak daerah yang mesti diperjuangkan oleh kepala daerah 
maka hal itu harus dilakukan dengan sikap, prilaku dan bahasa yang santun, bukan 
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